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1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam 
Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari 
Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada; 

BUPATI NGADA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI NGADA 
NOMOR 23 TAHUN 2023 

BUPATI NGADA 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 
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Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan 
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6264); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 ten tang Hari 
Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 50); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
23 Tahun 201 7 ten tang Hari Sekolah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Behan Kerja Guru, 
Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683); 

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 
Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 

Peraturan 
ten tang 

diubah dengan 
Tahun 2019 

telah 
Nomor 72 

se bagaimana 
Pemerintah 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
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Pasal 3 
(1) Jam Kerja Pemerintah Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 

(tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu. 
(2) Jam Kerja Pemerintah Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan 

Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 
(satu) minggu. 

Pasal 2 
(1) Hari Kerja Pemerintah Daerah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu. 
(2) Hari Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 

hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Hari Kerja Pemerintah Daerah adalah hari operasional bagi Pemerintah 

Kabupaten Ngada untuk kepentingan pelayanan publik. 
2. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari 

Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi 
Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

3. Jam Kerja Pemerintah Daerah adalah rentang waktu operasional bagi 
Pemerintah Kabupaten Ngada untuk kepentingan pelayanan publik. 

4. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam 
Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk 
melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai 
Aparatur Sipil Negara. 

5. E-Presensi adalah presensi elektronik berbasis android yang digunakan 
sebagai sarana absensi bagi ASN untuk masuk kerja dan menaati 
ketentuan jam kerja. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah. 

7. Daerah adalah Ka bu paten Ngada. 
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada. 
9. Bupati adalah Bupati Ngada. 

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA. 

HARi KERJA DAN 
MEMUTUSKAN : 

BUPATI TENTANG PERATURAN Menetapkan 
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Pasal 8 

Pada saat Peratuan Bupati ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Pemberlakukan 5 (lima) Hari Kerja Dalam Seminggu Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 
2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Ngada Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Ngada Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pemberlakukan 5 (lima) Hari Kerja 
Dalam Seminggu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada (Berita 
Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 17); 

Pasal 7 
(1) Sistem pengendalian dan pengawasan terhadap ketentuan jam kerja 

menggunakan sistem presensi elektronik berbasis android yaitu E-Presensi 
Kabupaten Ngada. 

(2) Dalam hal sistem presensi elektronik mengalami gangguan teknis, 
pengendalian dan pengawasan terhadap jam kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menggunakan presensi manual. 

Pasal 6 

Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UPTD wajib melaksanakan pengendalian, 
pengawasan dan penegakan disiplin pegawai ASN di lingkungan masing-masing 
untuk melaksanakan ketentuan hari kerja dan jam kerja. 

Pasal 5 

Pelaksanaan ketentuan jam kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat 
Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara terus 
menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari, termasuk pada 
hari minggu, cuti bersama dan hari libur nasional, dilaksanakan melalui 
pembagian tugas kerja kelompok (shifting system) yang diatur oleh pimpinan 
yang bersangkutan. 

Jam kerja ASN ditetapkan sebagai berikut: 
a. jam kerja normal : pukul 07.30 - 15.00 WITA; 
b. jam kerja di bulan Ramadan: pukul 08.00 -14:30 WITA. 

Pasal 4 

(3) Jam Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimulai pukul 07.30 WITA. 

(4) Jam Kerja bagi pegawai ASN yang bekerja sebagai Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pendidikan. 
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,r,.c_, .. ,r1sH KABUPATEN NGADA TAHUN 2023 NOMOR 23 

4 THEODOSIUS YOS 

.. - 

Diundangkan di Bajawa 
pada tanggal 9 A stus 2023 
SEKRETARIS D H KABUPATEN NGADA, 

\ 1 PARU AN 

Ditetapkan di Bajawa 
pada tanggal 9 Agustus 2023 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Ngada. 

Pasal9 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

b. Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 
Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri 
Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati 
Ketentuan Jam Kerja di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten 
Ngada Tahun 2018 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Ngada Nomor 2 Tahun 202'0 tentarJ.g Perubahan. A.tas 
Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem 
Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Dalam Penanganan Kasus 
Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di 
Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 
2), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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